
ientang
RepubUk

Lcmbaran

Und"ng Und,,"!! Nomor I Tahun 2004
Perbcnd<lh ........n NeSara (Lembaran Ncgara
Indonesia Tahun 2004. Nomor 5. Tambahan
Negara Rcpubbk Indonesia Nomor 4355).

PEDOMAN PELAKSAI\AAN PERJALANAN DINAS

DENOAN RAil MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPA" BANYUASIN.
a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan

PemenntaJ\an Kabupaten Banyuasin. sesuai Peraruran
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Mas
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
lIarga sarcen Regional perlu dilakuka.n penyesuaian
pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban
perjalanan dinas dengon tetap berdasarkan pada prlnsip
t'tislt'n'l (,r(."ktl\'lli_i:;. dan akuntabihtas:

., buhw. t)tor, I..,. k.'11 Ik-rtllllb;.'11Rdn sebagarmana dunaksud
dalam hurul .t. perlu menetapkan Peraruran BUPtlLI
len long ?edoman Pelaksanaan Perjalanan Dinos;

1. Po.ol 18 OVal (6) Undang·Undang DaSOl' Negara Republlk
Indonesio Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 teniang
Pembentukan Kabupaten 8anyuasin di Provinsi sumaiera
Selatan (Lembaran Negara RcpubUk Indonesia Tahun 2002
Nomor 19. Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4181);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara [Lernbaran xegara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47. Tambohan Lembaran Negara Rcpubbk Indonesia
N.,mor q28bl;

TEI\'TANO

PERATURAN BUPA" BANYUASIN
NOMOR 'ff TAHUN 2023

BUPATI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menglngal

Menimbang



5. Undang·Undang Nomar 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan PengeloJaan dan Tan8llUng Jawab Keuangan
Negara (Umbaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran I\egara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tohun 2014 tcntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembarun
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undung
Nomor 6 Tahun 2023 tenlllng Penetapan l'enlluran
Pemenntah Pengganti Undang·Undang Nomor 2 Tahun
2022 ternang Clpta KelJa menJadl Undang.Undanli
(Lembaran Negara Repubhk Indunesia Tahun 2023 Nomnr
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomcr
6841),

7. Undong·Undang Nomor 20 Tahun 2023 len lang Aparnrur
Sipil Negora [Lembaran Negora Republlk Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indoneala Nomor 6897);

8. Penllumn Pemenntah ;'lomor 18 Tahun 2017 len tang Hllk
Keuang.a.ndan AdminiSlt8&1Ptmpml1n dan Anggolu De" 'In
Pe"'al,,1an Rakyat Daerah ..,ba&;slmarta telah diub ..h
dengan Peraluran PemennUlh Nomor I Tahun 2023
lentang Perubahan atas Peraturan Pfmenntah Nomor 1'1
Tahun 2017 lCntang Hak Keuangan dan Admimslru".
Pimpinan dan Anggota Dewan Pe", IIkll..n Rakyal Daer.u !>
(Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nornor
6, Tambahon Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nemer
6847),

9. !'era!uran Pemenntsh Nomor 12 Tahun 20 I9 lenl<lnR
Pengelolaan Keuangan Daerah ((.(ombaranNegara Repubhk
Indonesl4 Tahun 2019 nomor 012, Tambahan l.embllrun
Negara Republik Indones ... Somor 63221;

10. Peraluran Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Stand'\r
Harga Saruan Regional (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana lelah
dlubuh dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 202:1
tentang Perubahan atae Penlluron Pfesiden Nomor 3:1
Tahun 2020 len lang Standar HI1.rg" Satuan Regionul
(Lembaron Negara Repubbk Indonelia Tahun 2023 Nomor
112),

11. Penuunan Menlen Oalam Negeri Nomor 11 Tahun 20 I I
!entang Pedoman Perjalanan Dln8s ke Luar Segen baR'
Pqabatl Pegowai dl Llngkungan Kemenlenan Dalam Negen,
Pemerintah Dacrah dan Ptmpman sera AnggoUl Dewan
Perwakilan Rakyal Oacrah (Benl8 Negara Repubhk
Indonesia Tahun lOll Nomor60);

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/20J2
lcntang ~rjulananOinas DaJam Negcll bagl PCJ"_bftlN(:Ktt.ru.
Pegawai Negerl dan Pegawai Tldak Tetap [Berita Negaru
Republik Indonesta Tahun 2012 Nomor 678);
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BABI
KETE:-rnJAN UMUM

8agIan Kesatu
Pengertlan, Derm,SI dan Smglcatan

Pasall
Dalarn Peraturun Bupau uu yang dunaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banvuasm,
2 Pernerintuh Kabupaten adaJoh Pemerintah Kabupatcn

Banyunsm.
;) BUpllti adalah Bupati Banyuason
4. Wa.kiIBUpllti edalah Wa.kiIBupau Banyuss,n.
o, Dewan Pe",'1lki1an Rakyat Daerah yang selanjutnya d'songkul

DPRD adalah I)ev.-an Pe",-aIolan Rakyat Daerah Kabupalen
Sanyuason

6. Pimpman dan Anggota Dewan Perwak1lan Rakya; Daerah
selanjutnya disingkat Pimpinan dan Anggota DPRD adalah
Punpinan dan Anggotn DPRD Kabupate» Banyuasin.

MEMuruSKAI"

P£RATURAN BUPATI TENTANO PEDOMAN PELAI<SANAAN
PERJALANANDINAS.

13. Peraturan Menteri DaJam Negen Nomor 59 Tahun 20 ICJ
tentangTaUl Cara PetjaIanan ke luar ~egeri di lingkungan
Kernenterian DaJam Negen dan Pemenntah Daerah (SeriUl
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 201 ()
tentang Sistem Informasi Pemerintaban daerah (B~r;tu
Negnra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor ) I 14);

15. Peraruran Menteri DaJam Negon Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, KoderlkaSl, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah [Berna
Nepra Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447).

16. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020
tentAng Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan daerah
(Berna Segara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

17. Peraturan Dacrah Nomor 9 Tahun 2022 lenlanR
Pengelolnan Keuangan Daerah [Lernbaran Daerah
Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 9, Tarnbahnn
Lembarnn Daerah Kabupaten Banyuasm Tahun 2022
Nomor (92);

18. Peraturan BupllU Nomor 334 Tahun 2022 tentang S'otcm
dan Proscdur Pengelolaan Ke""ngan Dnerah (Berita Daeroh
Kabupllt"n Banyuasin Tahun 2022 Nomor 334);
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7. Pejabat Negara adalah Pimpinan dan Anggol8 lembaga
tcrtinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Tahun 1945 dan Pejabat Negara lainnya yang
ditenrukan oleh Undang-Undang.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adaleh
profesi bagi pegawai negeri sipi I dan pegawai pernerinrah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pcmerlnrah.

9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya dismgkar
Pegawai ASN adalah pegawai negeri aipil dan pegawai
pernerintah dengan perjanjlan kerja yang diangkaL oleh pejabat
pembina kepegawaian dan dlserahl tugas dalam suaru jabatan
pemerlntahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaJi
berdasarkan peraruran pcrundang-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dislngkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang mernenuhi syarat terteruu.
diangkat scbagai Pegawai ASN sccara retap oleh pejabai
pembina kepegawaian untuk mendudukl jabslan
pemerlntahan.

11. Pegawai Pemertntah dengan Perj'LOjian Kerja yang sclanjutnya
c1lsingkal PPPK adalah warga ncgara Indonesia ynng
memenuhl syarat tertcntu, yang dinngkaL berdaearknn
perjanjian kerja untuk jnngl,a waktu ierteneu dalam r0I1!(k(01
melaksanakan tugas pemeri ntahan.

12. Plhak lain udaluh pihak-pihak diluar [abatan Bupatl. Wakil
Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRO serta ASN Pemerintah
Kabupaten yang dtrugaskan unruk rnelakaanakan lugtl~
Pemerintnh Kabupalen dalam pelakeanaan perjalanan dina.

13. Tim Penggerak Pernberdayaan Kesejahteraan KelltargQ vonll
selru1jutnya disingkat TP-PI<K adalah Tim Penggernk PKKyang
mernbangun rnasyarakat yang tumbuh dari bawah dularn
meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluargu
yang beriman dan bertakwa kepadu Tuhan Yang Maha Esn
dan berbudi luhur, sehat scjahrcra, maju dan mandlri,
kcsciaraan dan keadilan gender aorta kesadaran hukum dan
Iingkungan.

14. Dewan Kerojinan Daerah yang selanjutnya disingkat
Dekranasda ndalah kumpulun masyarakat poncin La scni du n
kerajinan yang memiliki jiwa pengabdian uruuk rnernbina dan
mengernbangkan kerajinan sebagcl salah saru upaya
pelestarian budaya daerah.

15. Dharma Wanita adalah sebuah organisasi yang bernnggotakan
istri Pegawai Negeri Sipil yang diusung untuk tl.\iuBn bcrsarna
dalarn meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluargu
Pegawai Negeri Sipil untuk rnencapal kesejahieraan nasional.

16. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya dleiugkat SKPD
adalah perangkat dacrah pada pemerintah daerah eelaku
pengguna anggaran/ pengguna barang.

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK-SKPDadalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.
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18. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya dlsebut PA adiliah
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab aius
penggunaan anggaran pada P<:rangkat Daerah yang
bersangkutan.

19. Kuasa Pongguna Anggaran, yang selanjutnya disebut I,P,\
adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung
jawab dar! PA untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan
kepadanya.

20. Perjalanan Dinas .Jabotan Dalam Negeri yung sctanjurnyn
dlsebut perjalanan dlnas adnlah pcrjalannn dlnas ke lunr
tempat kedudukan baik persecrangan maupun secnra
bersama, yang dilakukan dalam "ilayah don luar wilayah
Kabupaten Banyuason untuk kepentingan dtna8 melaksanaknn
rugas OW8 perlntah Pejabat yang Berwcnang.

21 Perialanan Dinas Jl\batan adalah perjalanan dinas melewau
batas Kccamallln/ Kabupaten/ KOUl dan/ ntau dalarn
Kecamlltan/Kabupelen/KoUl dan tempal kedudukun ke
ternpat y0l18 dituju, metaksanakan tugas dun kembnll kc
ternpat kedudukan sernuln di dulum negert,

22 Perjalanan Dina8 Luar Neg.ri adalah kcginlon
pe!jalanan/kunjungan kerja ke Ncgara·negara yang memthk:
hubungan diplomatik yang dilakukan oleh pejnbat/pel!l'wal di
IIngkungnn pernenrnnh daernh, dun Pimprnan seria onAllol[l
DPRD Kobupoten Bu"yuasln dalam rungkn dekufltlt.
penyelenggaraan pemerintahnn.

23 Perjalanan Dinlls Pmdah adalah Prrjalanan Dlnas dan rempat
kedudukon yang lama ke rempat kedudukan yang baru
berdasurknn sura; keputusan pindnn.

24. Surat Perjalanan Dinns yang sclanjutnya disebut SPD udlliah
dokumen yang ditcrbitkan olch Pengguno Angganm arnu
Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangkn pelaksanuan
perialanun dlnos bogl Bupatl, Wakll Bupoll. Pimpinon dun
Anggota DPRD serui Aparatur Sipil Negara dun Ten8{(u Kontrok.

25. Pelaksana SPD adal"h Bupau, Wakil Bupat], Pimpinan elKn
AnggOta DPRD serta Aparatur SIpII Negara dan TenagaKontmk
yang melaksanaksn Perjulanan Dina •.

26, /"umpsum ndalah jumluh uung yang teluh dihitung (pre­
calculated amount) dan dibayarkan sekaligus

27. Biaya RtiI adalah blayo yang dikeluarkan seauai dengan buku
pengeluaran yang sah,

28. Perhitungun Rampung udalah perhitungan blaya pcrjalllnlln
yang dihitung sesual kebutuhan roil bcrdasarkan kctentuan
yang berlaku.

29. Wilayah Jabatan adfilan wiJa.vah kerja dalam rnelaksannkan
tugas.

30. Ternpat Kcdudukan adalah tempol/kota dtmana karuor
Perangkat Daerah berada,

31. Tempel T\.tiuan adalah tempat yanK menjadi tujuan pcrjutanun
dina s,

5



Bagian Kedua
Prinsip Perialanan Dinas

PasaJ 2
PcIjaianan Dinas dilaksanakan dengan rnemperhatikan prinsip
sebagai bcrikut :
a. selektll, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat lingg' dan

priori las yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan:
b. ketersediaan anggamn dan kesesuaian dengan pencapalan

kinerja SKPD;
c. elisiensi penggunaan bclanja negara; dan
d., akuntabilitas pembe.rla.n peJaksanaan Pcrjal.an.ru, OU'laa datl

pembebanan bia)'a Peljalanan Dinas.

32. Tempat Bertolak adalah tempai melanjutkan perjalanan ke
tempat tujuan perjalanan dinas,

33. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat yang menjadi tujuan
perjalanan dinas pmdah.

34. Pengumandahan (DelQSering) adalah penugasan Semen tara
waktu.

35. Kota adalah Kota!Kabupaten pembagian wilayah administratif
di Indonesia dibawah Provmsi.

36. Standar 8iaya adalah saruan biaya yang ditctapkan sebagai
acuan penghirungan kebutuhan anggaran dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Perangkar Daerah, balk berupa ssandar
biaya masukan maupun standar biaya keluaran.

37. SUral Tugas yang selanjutnya disingkat ST adalah sural
perintah dalam rongka peljalanan dinas yang diterbirkan oleh
pejabat yang berwenang.

38. Pelaksanaan Perjalanan Dinas lebih dan 8 [delapan] J~m
adalah Pelaksanaan perjalanan dinas yang dihinmg mulai
bcrangkat dari tempat kedudukan, kemudian
mengikuti/ melaksanakan nears! kegiatan sampai kembal i
ketempat kedudukan semula dengan wakru pelaksanaan lebih
dari 8 (delapan) jam.

39. Pelaksanaan Pel)alanan Dina. kurnng dan 8 (delaplln) Jam
adalah Pelaksanaan peIjalanan dlnas ynng dlhuung mulai
berangkat dan tempat kedudukan, kemudian
mengikuti/melaksanakan aears/kegiatan sampal kernbaJl
ketempat kedudukan semula dengan waktu pelaksanuan
kurang dari 8 (delapan) jam dan/ atau sampa. dcngen !!
(delapan) jam.

40. Rekening Kas Umum Daerah ),ang selanJulnya disingkat RKUD
adoloh rekening tempat penyimpanan uang daerah yung
ditentukan oleh bupati/walikota untuk mcnampung seluruh
penerimaan daerah dan mcmbayer seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang diletapkan

41. Pakta lntegritas adalah pemyataan teruang komitrnen unruk
rnelaksanakan tugas dan tanggung jawab perjaJana n dana.
sesual SPT.
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Pasal5
PeljaJanan Dinas Jabatan dilakukan dalam rangka :
a. pelaksanaan tugas dan fUngsiyang rnelekat pada jabatan;
b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya;
c. pengumandahan [detaserinq];
d. menempuh ujian dinas/ujian jabaian;
e. menghadap majelis penguji kesehatan ASN atau rnenghadapi

scorang dokter penguji keschatan yang ditunjuk untuk
mendapatkan sural keterangan dokter tentang kesehatannya
guna kepentingan jabatan:

f. rnernperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter
karena mendapat cedera pada waktuj'karena melakukan tugas:

g. rnendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majclis
Penguji Kcsehatan ASN;

h. mcngikuti pcndidikan sctara Diploma/SI/S2/S3;
L rnengikuti pendidikan dan pelarihan: dan
J. rnenjempur/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah

Pejabat Negara/ ASN yang meninggal dunia dari Tempat
Kedudukan yang terakhir ke Kota ternpat pemakaman.

BABn
PJ;;RJALANANDINAS JABATAN

Pasal4
(1) PerjaJanan Dina. adalab Perjalanan Dina. Jabatan yang

dilakukan oleh Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN. dan
pihak lain.

{2J Perjalanan Dinas Jabatan sebagairnaoadimaksud pada ayat (II
terdiri dari ,
a. perjalanan dinas [abatan yangmelewati batas kota: dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kcra.

(3) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dldalarn kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruI b terdiri atas :
a. perjalanan dinas [abatan yang dilaksanakan lebih dari 8

(delapan] jam; dan
b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sarnpai

dengan 8 (delapan) jam.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3
Ruang Lingkup Pcngaturan dalam Peraruran Bupati ini meliputi :
a. peJjalanan dinas jabatan;
b. biaya perjalanan dinas;
c. perjalanan dinas pindah;
d. pelaksanaan dan prosedur pernbayaran biaya perjatanan dinas;
e. pertanggungjawaban biaya perialanan dmas: dan
f. pengendalian.
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.Pasal6

(1) Perjalanan Oinas .Jabatan oleh pelaksana SPO dilakukan
sesuai perintah atasan Pclaksana SPO yang tertuang dalam ST
dan SPO.

(2) ST dan SPO scbagaimana dimaksud pada ayat (I) diatu r
sebagai berikut :
a. surat perintah tugas perjalanan dinas Bupati/Wek!l BUPSli

ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati, kecuali Surat
Perintah Tugas untuk perjalanan dinas dengan tujuan
tertenru ditandarangani olen Oubemur/Wakil Oubernur
dan SPO ditandatangani oleh PA Sckretariat Oaerah
dari/utau SKPO berkenaan.

b. surat perintah urgas perjalanan dinas Pimpinan dan
Anggota DPRO ditandatangani oleh Pimpinan DPRD
sedangkan SPD ditandatangani oleh Sekretaris OPI~O;

c. sural perintah tugas perjalanan dinas Pejabat Eselon II
ditandatangani oleh Bupati/WakiJ Bupati/Sekrelaris
Daerah dan SPDditandatangani oleh PA;

d. surat perintah tugas perjalanan dinas camat dalam
Kabupatcn ditandatangani oleh Carnal bcrsangkutan atas
nama Bupatl dan SPD ditandatangani oleh PA;

e. sural perin tab rugas perjalanan dinas Carnat keluar
Kabupaten ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati dan
SPO ditandatangani oleh Carnat selaku PA;

f. surat perintah rugas perjalanan dinas Pejabat EseIon III
selaku Kepala SKPD dhandatangani oleh Bupati/Wakil
Bupati/Bekretaris Oacrah dan SPO ditandatangani oleh PAc

g. sural perintah tugas perjalanan dines Pejabat Eselon III
dltandatangani oleb Kepa1'1SKPO dan pada Sekretariat
Daerab ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/ Asisten
yang membidangi atas nama Sekretaris Daerah dan gPO
dicandatangani oleh PAlKPA;

h. surat perintah rugas perjalanan dinas Pejabat E:selon IV,
Staf dan Pegawai Tidak 'recap pada SKPO ditandatangani
oleh Kepala SKPO dan pada Sekretariat Daerah
ditandatangani oleh Asisten yang mcmbidangi atas nama
Sekrctaris Daerah dan SPO ditandatangani oleh PA/KPA;

1. sural perintah rugas perjalanan dinas dalam bentuk Tim
yang ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupatij'Sekretaris
Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPD
ditandatangani oleh PA/KPASKPDberkena:a.n;

j. sural perintah tugas perjalanan dinas dalam Kabupaten
Kepala UPTD. Staf dan Pegawai Tidak Tetap pada UPTD
ditandatangani oleh Kopala UPTDatas nama Kepala SKPO
dan SPD ditandatangani oleh Kcpala UPTD. Surat Pcriruah
Tugas perjalanan dinas Luar Kabuparen Kepala UPTD.staf
dan Pegawai Tidak Tetap pada UPTD ditandatangani oleh
Kepala SKPDdan SPD ditandatangani oleb Kepala PA/KPA:

k. surat perintah tugas perjalanan dinas Pihak Lain
ditandatangani oleh Kepala SKPD/ Kepala UP'T'Oterkait
atas nama Kepala SKPD dan SPO ditandatangani oleh
PA/KPA/Kepola UP'l'D ter-kait; dan
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(2)

BAB III
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

PasalS
Biaya pcrjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggola DPRD
diberikan berdasarkart tingkar biaya perjalanan dinas dan
seluruh kornponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara
lumpsum.
Biaya Perjalanan Dinas Jabatan tcrdiri atas komponen­
komponen sebagai berikut :
a. uang harian;

(1)

Pasal7
(I) Dalam penerbitan SPD, PA/KPA berwenang unruk

menetapkan tlngkat biaya perjalanan dioua dan ,II'H
transportasi yang digunakan untuk melaksanakun perjalanan
dina. [abatan yang bersangkutan dengan mernperhatikan
kepenungan serta tujuan perjalanan dina. tersebut,

(2) Perialanan Dine" Jabatan didalam Kota yang dilaksanakan
sampai dengan S (delapan) jam tanpa pencrbitan SPD
sebagalrnana dimaksud dalam Pasal 6 aYElI (6), pembebanan
biaya perjalanan dinas jabatan dicantumkan dalam ST.

I. surat perintah rugas perjatanan dinas Tim Penggcrak PKK,
Dekranasda dan Dharma wanita ditandarangani oleh
Sekretaris Daerah atas nama Bupati dan SPD
dltandatangani oleh PA/KPA SKPD berkenaan.

(3) Kewenangan penerbitan ST dan SPD sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) dapat didelcgasikan kepada Pejabat yang
ditunjuk.

(4) ST sebagaimana dirnaksud pada ayar (2) paling sedikii
mencanturnkan hal-hal sebagai berikut :
a. pernberi rugas;
b. pelaksana tugas;
c. waktu pelaksanaan rugas: dan
d. tempat pelaksanaan tuga s.

(5) Dalam hal berdasarkan ST sebagalmana dlmaksud pada ayat
(L) dilakukan :
a. perjalanan dinas jabatan yang rnelcwati baUls kota:

dao /atau
b. perialanen dinas jabatan yong dtlakaannkan dl dalam KOlfl

leblh dart 8 [delapan] jam ST dimaksud rnenjadi dasar
penerbitan SPD.

(6) Perjulanan Dinaa Jabal"n didalarn Kotcl yang dllaksanakar,
sarnpai dengan 8 (delapan) jam dapat dilakuknn tanpn
penerbltan SPD dcngan kewajiban pelaksana LU{lUS
mcnyarnpaikan laporan hasll perjalanen dinas kepada pember:
tugas,

(7) Surnl Perintah Tugas don SPD dibuat sesual fom1Ut
sebagatmena dimaksud padn ayat (2) aebagaimono tercamurn
dalam Lnmpirnn I yang merupakan bagian udak tcrpiso hklln
dad Peraturan Bupatl inl.
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di terminal
keberangkaUUl dan

b. retribusi y-ang dipungut
bus/ stasiun/bandaraj pelabuhan
kepulangan;

(5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat [I] huruf
c merupakan biaya yang diperlukan unruk menginap :
a. di botel; dan/atau
b. di tempat menginap lainnya.

(6) Biaya penginapan peJjalanan dinas da1am negeri berlaku
pertanggungjawaban secara at COSl (biaya riil). Dalam bal
pelaksanaan SPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku kelenruan
sebagai berikut :
a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 %

(tiga puJuh persen) dan tarif botel di kota tempat rujuan
sebagaimana dianrr dalam Peraruran Bupati rncngenai
standar biaya, apabila data tarif botel/penginapan tidak
diperoleh yang bersangkutan maka dapat menggunakan
surai pemyataan tarif penginapan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dan Peraruran Bupati ini:

b. apabila ditempat rujuan perjalanan dinas tidak terdapat
botel/penginapan, maka biaya hotel/penginapan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengacu pada
besaran biaya botel/penginapan yang ierdekat dengan kota
tujuan, disertai Sural pernyataan tarif penginapan
sebagaimana basil konfirmasi tarif botel dari yang
melakukan perjaJanan dinas; dan

c. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum:

(7) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf
d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah,
Pejabat Eselon I, dan Pejabat Eselon n yang metaksanakan
perjalanan dinas dalam rangka pe1aksanaan tugas dan Iungsi
yang melekat pada jabatan.

b. biaya transport;
c. biaya penginapan;
d. uang representasi;
e. sewa kendaraan daJam kota: dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(3) Pengganrian biaya uang harian sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a meliputi keperluan uang saku, rransportasi
lokal, dan uang makan.

(4) Biaya transport sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b
terdiri atas :
a. perjalanan dinas dan tempai kedudukan sampai tcrnpat

tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke
terminal bus/ stasiun/ bandaraf pelabuhan keberangka tan:
dan

10



Pasa) 10

(1) Biaya Perjalanan Dinas sebagalmana dimaksud dalarn Pasal B
ayat (I) digotcngkan dalam 6 (enam] tingkat yanu :
a. ungkat A, untuk Bupatl, Wakil Bupatl, Pimpinan DPRO:
b. tlngkat B. untuk Pejabat Negara lainnya, Pejabat Eselon II

a dan Anggota DPRD;
c. tingkat C, untuk Pejabal Negara lainnya, PejabaL t:;;selon II

b;
d. tingkar D, untuk Pejabai Eselon Ill/PNS Clolongan IV dan

staf ahli DPRD;
e. tingkat E, untuk Pejabat Eselon IVatau Oolongan Ill. dan
r. tingkat P, untuk ASN Oolongan II dan Oolongan I.

(2) Penyetaraan tingkat blaya perjalanan dina. sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) untuk ASN pusat, TNI dan Polri
mengguriakan tingkat perjalanan dinaa berdasarkan
keteruuan Peraruran Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal9
Biaya PerjaJanan Dina. .Jabatan sebagalrnana dimaksud datum
pasal 8 ayat (1) diberlkan untuk Perjalanan Di"as .Jabatu«
sebagaimana dlmaksud dalam Pasnl 4 ayat (II dcngan ketentuan
sebagalmana tercantum dalam Lampiran III yang rncrupakan
baginn tidak terpisahkan dari Peraturan Bupat! ini.

(8) sewa Kcndaraan dalam Kota sebagalmana dimaksud pada
ayat (2) huruf c dapat diberikan kepada Pejabar Ncgarn
(Pelabat Pusat minimal Eselon II dan Bupari/Wakil
Bupati/Pimpinan DPRD) sebagalmana diarur dalam Peraturan
Bupati tentang Standar Biaya untuk keperluan petaksanaan
Rigas diternpat rujuan sebagairnana diarur sebagai berikur :
a. sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pacta

ayat 2 huruf e dapai diberikan kepada pejabat dan yang
dtsetarakarr/diseauaikan, untuk keperluan pelaksanaan
tugas di ternpar tujuan; dan

b. sewa kendarean sebagalmana dimaksud dalarn huruf a,
tidak diberlakukan pada pclaksanaan perlalanan di Dalam
Kabupaten Banyuasin dan Luar Kabupaten Banyuasi 11
dalam Provinsl Sumatcra Selatan bagi pernegang
kendarann dinas roda 4 [ernpat] kecuali sewa kendaraan
diatas air yang dilakukan secare selektif serta cfisien.

(9) Sewn kendaraan sebagairnana dirnaksud pada aym (81sudah
termasuk biaya untuk pengernudi, bahan bakar minyak dan
pojak.

(10) BIaya rnenjcmpur/mengantar [enazah sebagaimana dimaksud
pada ayat 2 huruf f meHpu!i biaya bagi penjemput/penganlar,
biaya pemetian dan biayo angkutan jenazah,

[l I) Komponen biaya Pcrjalonan Dinas JabaLa" dicantumknn padn
Rlneian Blaya Perjalona" Dills. sesuui dengan Iornuu
sebagaimana dimaksud pad a ayai (2) sebagalmana tercaruum
pada lamplran I( yang mcrupakon boglon tidak terplsahkau
clarl Peraturan Bupati ini.
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(7)

(6)

(3) Penyctaraao tingkat biaya perjalanan drnas sebagaimana
dimaksud pada ayar (l) unruk ASN pusat yang diperbaruukan
"tau sejenisnya ditetapkan seiara dengan perjalanan dmas
jabatan ASN Pemerintah Kabupaten Banyuasin.

(4) Penyetaraan tingkat biaya Perjalanan dinas sebagairnana
dirnaksud pada ayai (I) untuk Pegawai tidak Temp yang
melakukan perjalanan Dinas unruk kepentingan negara
ditentukan oleh PA/KPA/Kepala Bagian/Bekretaris
SKPD/Kepala Bldang pada SKPD terkait sesuai dengan
tingkat pendldikan/kopatutan/tugas yang bersangkutan.

(5) Tingkat biaya perjalanan dinas untuk Tim I'enggerak
PKKjDekranas(ia. Dharma Wanitn sebagaimana dimaksud
pade ayat (4) dalam rnelaksanakan rugas yang bersangkuu.n
diatur sebagal berlkut :
a. ketua tim Penggerak PKK/Dekranasda diserarakan dengan

Tingkat C il:selon ll.b:
b. wakil ketua tim Penggerak PKK/Dckranasda disetarakan

dengan Tingkat 0 il:selon III;
c. kerua Dharma Wanita disetnrakan dengan Tlngkat F.

Esolo", IV; dan
d. anggota 11m Penggerak PKK dan Dharme Wanita

diserarakan dengan Tingkol F Oolongan I.
Tingkat pendldikan bagl PegawaiTidak TClOPdan Pihak Lain
sebagaimana dlrnakeud pods nylll (4) dlatur sebaga! bertkut :
a, peleksana SPD tingkat pcndldikan Diploma III disetarakan

dengon ti ngkat fo' untuk Oolongan I;
b. pelakaana SPD (ingkal pendidikan Sarjana/ Diploma IV

dlsetarnkan dengan iingkat F uruuk Octongan II;
c. pelaksana SPD tlngkat pendldikan SU'llLa:2 atau diatasnyn

dlsetarakan dengan tingkat E uruuk Oolongan III;
d. pelaksana SPO khusus THL diseuirnkan dengan tingka: F

untuk Oolongan I; dan
e. pelaksana SPD selain sebaguimana dimaksud dalam hurut

a. sarnpai dengan huruf d ditcruukan lebih lanju:
berdasarkan pertimbangan PA/KPA/KepaJa
bagian/Sekretarls SKPD/Kepala Bidang dengan
mernpcrhaukan prinsip perjalannn dina. sebagalrnana
dirnaksud dalarn Pasal2;

Biaya Perjalanan Dinas eebagaimana dirnaksud dalarn Pasal R
ayat (I) diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjulanan Dinus
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan ketentuan
sebagai berikut :
a. uang harlan dibayarka n secara lumpsum dan rnerupakan

batas tertinggi sebagairnana diatur dalarn Peraruran Bupaii
mengenai Standar Biaya;

b. biaya transport pegawai dibayarkan SC5Ua] dcngan Biaya
Riil berdasarkan fasilitas transport sebagelmana tercanrum
dalarn Larnpiran IV yang rnerupakan bagian udak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

c. biaya penginapan dibayarknn sesuai dengan Biaya RiiI dan
berpedcrnan pacta Peraruran Bupati mengcnal Stnndar
Biaya;

12



Pasal 13
(1) Biaya Pcrjalanan Dinas .Iabatan dlbayarkan sebelum

Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 12
Dalarn hal Perjalanan Dinas Jabat.an menggunakan kapal
laul/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dun puluh ernpat] jam,
selama wakiu transportasi terscbut kepada Pclaksana SPD hanya
diberlkan uang harian.

Pasal I J
(I) Perjalonan 01na.8 .Jabatan untuk mengikuti rapat, seminar,

dan sejenisnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
dllaksanakan dengan blaya Pcrjalanan Dinas ,iabamn vang
ditanggung olen panitla penyelenggara.

(2) Dalam hal biaya pcrjalanan dina. [abatan untuk mcnglkutt
rapat, seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimeksud padu
ayat (1) lidak ditanggung oleh panitia ponyelenggara, btaya
perjalanan dina. jabatsn dlmaksud dibebankan pada OPA
satuan kerja pelaksanu SI)D.

(3) Panitla penyelenggara menyampaikan pemberitahuan
mengenai pembebanan biaya Perjalanan Dinas J»bawn
aebagalmane dirnaksud pada ayat (1) dan ayru (2) dalam
sural/unda"gan mengikuti rapae, seminar, dun sejenisnya.

(4) Rincinn blaya Perjalanan Dinas Jabalnn untuk mengikuti
rapat, seminar den sejenisnya sebagatrnana dlrnuks..d dalum
Pasal 5 huruf b tercamurn dalam Larnplran Vyang merupakan
baglan tldak terpisahkan dar! Permuran Bupatl ini.

(5) Calam hal Perjalunan Olnus Jabotnn dilakukun secara
bersama-samauntuk rnelaksanakan suatu kegiatan rupar,
seminar dan sejenlsnya seluruh pelaksana SPO dapm
menginap pada hOlel/penginapan yang sama.

(6) Dalam hal blaya penglnapan pada hotet/penglnapen yang
sarna sebagalmana dlrnaksud pada ayal (5) lebih [ingsi dari
saruan biaya hoteljpenginapan sebagalrnana diatur dalum
Peraturan Bupati mengenai Stander Biaya, rnaka pelaksaoa
SPO rnenggunakan faailitas kamar dengan blaya terendah
pada hotel /penginapan dimaksud.

d. U8Jlg representasi dibayarkan secara ltJ"',psl~m dan
merupakan batas tcrtinggi sebagaimana diatur daJam
Peraturan Bupati mengenai Stander Biaya:

e. sewa kendaraan dinas dalam kota dibayarkan sesuai
dengan Biaya Riil dan berpedoman pada Peraturan BupaLi
mengenai Standar Blaya; dan

I, biaya pemelian jenazah termasuk yang berhubungan
dcngan pengrukuan/ pengurusan jenazah dibayarkan
sesuai dengan Biaya Rill.
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Surat Kepurusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
keteruuan Pera Luran Perundang-undangan.

(2)

Pasal 15
Blaya PeIjala.nan Dinas .Jabatan dibebankan pada DPA saruan
kcrja/SKPD penerblt SPD.

BABIV
PERJALANAN D1NASPINDAH

Pasal 16
(I) Perjalanan Dina. Pindah oleh Pelaksana SPD dilakukun

berdasarkan Sural Keputusan Pindah.

Pasal 14
(1) DaJam hal jumlah hart Perjalanan Dinas Jabatan melebihi

jurnlah han yang ditetapkan dalam STISPD dan udak
disebabkan oleh kesalahanjkelalaian, Pelaksana SPD dapat
diberikan tambahan uang harlan, blaya penginapan, uang
representasi, dan sewn kendaraan dalam KoUi.

(2) Tambahan liang harlan, biaya penginapan, LIang representaal,
dan sewa kendaraan dalam Kota sebagairnana dimaksud pads
aya; (I) dapal dimlntakan kepada I'PK untuk mendapai
persetujuan dengan mclampirkan dokumcn berupa :
B. surat keterangan kesalahanj ketalaian dart

Syahbandarj' Kepala Bandera/ perusahaan jasn
iransportasi lainnya: dan/niau

b. sural keterangan perpanjangan tugas dad pcmberl tugas.
(3) Berdasarkan dokumen sebagalma no d lrnaksud pada ayn t (1)

I'PK membebankan biaya tambahan liang harlan, b,nya
pcnginapan. unng representasl dan SCIVII kendaraan dalam
Kola l)ada DPA autuan kerja/SKPD berkenuan.

(4) TambaJ,an uang harlan, blayo penginapan, uong representas!
dan sewa kendaraan dalarn Kota scbagalrnana dlmaksud pacta
e.YIIl (1), tldak dapat dlperumbangkan uruuk hal-hal
sebaga.il11Ma dlmaksud dalarn Pasal 5 huruf e sampsl dengan
huruf k.

(5) Dalam hal jumlah hari perjlllanCi.ndina" kurung dari jumtah
harl yang ditetapkan dalam SPD. Pelaksena SPD harus
rnengernballkan keleblhan uang harlan, blaya pengtnapan.
uang rcpreaentasi. dan sewa kcndaraan dnlam KOlayang Lelah
diterlmanya kepada pejabat yang berwenang,

(6) Ketentuan pengernbalian kelebihnn liang hurinn , bioya
pcnginapan, uang reprcseruaai, dan sewa kendaraan dalarn
Kota sebagalrnana dimaksud pada ayat (5) tldak berlaku
untuk ketentuan sebagaimann dimnksud daJam Pasal 5 huruf
k.

(2) DaJam hal Perjalarian Dinas Jabatsn harus segere
dilaksanakan biaya perjalanan dinas sebagimana dirnaksud
pada ayat (I) dapat dibayarkan setclah Perjalanan Dinas
selesai.
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(4)

(3)

(2)

PasaI 17
Perjalanan Dinas Pindah sebagarmana dimaksud dalam Paso I
3 huruf c dapat dilaksanakan oteh Pelaksana SPO beserta
keluarga yang sah.
PerjaJanan Dina. Pindah diJakukan dalam rangka :
a. pindah tugas dari Ternpat Kedudukan yang lama ke Ternpai

Tujuan Pindah;
b. pemulangan Pejabat Negara/ASN yang diberhentlkan

dengan honnat dengan hak pensiun atau mendapat unng
tunggu dari Tempal Kedudukan ke Ternpat T'-\iuan mcnetap:

c. pemulangan keluarga yang sah dari Pejabat Negara/ASN
yang meninggal dunia dari tempai tugas terakhir kc Ternpat
Tujuan menetap;

d. pemulangan Pegswai Tidak Tetap yang diberhentiknn
karena telah benakhir masa kerjanya darl Tempa!
Keduduken ke ternpat tujuan menetap, sepanjang dlal.,r
deJam pcl)8.l\iian kerja;

e. pemulangan keluarga yang sah dan Pegowai Tidak Temp
yang meninggel dunia dari tempat tugas yang rerakhrr ke
tempat ('-\iuan menetap, sepenJang diatur dalarn J)C')"llJ,an
kerjn; dan/atau

f. pengembalian Pejabal Negara/ ASN yang mendapat uang
tunggu dari Tempal kedudukan ke Tempel Tujuan yang
ditentukan unruk dipekerjakan kembeJi.

Keluarga yang sah sebagrumana dimaksud pada ayat (1) terdiri
dari :
a. iSleri/suami yang sah ""5u81 ketentuan Undang-Undang

Perkawinan yang berlaku;
b. anak kandung, anak tiri, dan anok angkar yang sah

menurui hukum yang berumur paling lingg! 25 (dua pu luh
lima) tahun pada waktu berangkat, belum pernah rnenikah,
dan tidak mempunyai penghasilan sendiri;

c. anak kandung, anak uri, dan anak angkat yang sah
mcnurut hukum yang berumur lebih dari 25 (dua puluh
lima) tahun, yang menurul sural keterangan dokter
mempunyai C8C8l yang meniadi sebab ia udak dapat
mernpunyai penghasilan sendiri: dan

d. anak kandung perernpuan, nnak lin perempuan, dan anak
angkat perempuan yang sah menurut hukum yang
berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak
bersuami dan lidak mempunyai penghasilan sendlri;

Selain keluarga yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (31,
bagi ASN paling rendah golongan IV atau Pejabat Esclon 1II
dlperkenankan pula untuk membawa pernbantu rumah tangga
scoanyak 1 (satu) orang.

( I)

(3) Sural Kepurusan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi dasar diterbitkannya SPO.

(4) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuai sesuai
dengan format sebagaimana tereantum daJam Larnpiran I yang
merupakan bagiSD tidak terpisahkan dan Peraruran Bupati mi

15



Pasal 19
Pcnggolongan tingkat biaya Peljalanan Dinas Pindah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (I) mengacu pada ketenruan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (I).

Pasal20
(lJ Biaya-biaya yang diberikan unruk Perjalanan Dinas pindah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a. huruf
b, huruf d, dan huruf f sebagai berikut :
a. biaya transport pegawai;
b. biaya transport keluarga yang san;
c. uang harian; dan/atau
d. biaya pengepakan dan angkutan barang,

(2) Biaya-biaya yang diberikan untuk Perjalanan Dinas Pindall
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayar (2) huruf c dan
huruf e sebagai berikut :
a. biaya transport keluarga;
b. uang harian; dan/atau
c. biaya pengepakan dan angkutan barang.

(3) Uang harian Pcljalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud
dalam PasaI 18 ayat (I) huruf d diberikan unruk pegawai
bersangkutan dan masing-masing anggota keluarga yang sah
dengan kerentuan sebagai berikut :
a. selama 3 (tiga) hari selelah tiba ditempat tujuan

pindah/menetap yang barn;
b. paling lama 2 (dua) hari untuk tiap kaJi menunggu

sambungan (transit) daJam hal ~rjaJ9nAn tidak dap~t
dilakukan langsung;

BABV
BlAYA PERJALANAN DINAS PfND!lH

Pasal 18
(IJ Biaya PeljaJanan Dinas Pindah terdiri alas komponen sebagai

berikut :
a. biaya transport pegawai;
b. biaya transport keluarga;
c. biaya pengepakan dan angkutan barang; dan/ atau
d. uang harian.

(2) Biaya Peljalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada
ayat (I) dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi dalam Peratutan Bupati mengcnai Standar Biaya.

(3) Komponen biaya peljalanan dinas pindah sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dicantumkan pada Rincian Biaya
Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran n yang merupakan bagian tidak
rerpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5) Pembanru f"Umah tangga sebagalmana dimaksud pada ayat (4)
diberikan biaya sesuai tingleal pcnggolongan untuk ASN
Golongan I.
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Pasal24
Biaya Perjalanan Dinas pindah dibebankan pada DPA SKPD
berkenaan.

Pasal23
(I) Dalam biaya pcngcpakan dan angkutan barang termasuk

unruk bongkar muat dan penggudangan.
(2) Biaya pcngepakan dan angkutan baraog deogan meoggunakan

kendaraan angkutan darat diberikan sebesar 50 % (lima puluh
persen) dari saruan biaya sesuai Peraturan Bupati mengenai
Standar Biaya.

(3) Biaya pengepakan dan angkutan barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam hal ?erjalanan Dinas
Pindah dilakukan dalam jarak :
a. kurang dari 100 (serarus) kilometer di Pulau Jawa/Madura;

danj atau
b. kurang dari 50 (lima. puJuh) kilometer diJuar Pulau

Jawa/Madura.
(4) Satuan Volume Pcngepakan dan Angkutan Barang yang

digunakan sebagai dasar perhitungan sebagaimana tercanturn
daJam l.ampiran VIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraruran Bupati ini.

Pasal22
[I] Perhitungan biaya pengepakan dan angkuran barang

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (I) didasarkan
pada:
a. saruan biaya yang bedaku sebagaimana diarur dalam

Peraruran Bupati mengenai Standar Biaya;
b. volume baraog; dan
c. jarak antara tempat kedudukan dengan ternpat rujuan.

(21 Jarak antara tempat kedudukan dengan tempat tujuan
sebagaimana dimaksud ayat (l) ditetapkan menurut daftar
jarak resmi atau menuruc keterangan resmi dari Instansi yang
berwenang.

PasaJ 21
Perjalanan Dioas Pindah yang dilakukan daJam rangka pmdah
tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a alas
permintaan sendiri, tidak diberikan biaya perjalanan dina s.

c. sebanyak jumlah hari rertahan dalam bal pcgawai yang
bersangkuran jarub sakit dalam Perjalanan Dinas Pindall,
satu dan lain hal menurut kepurusan KPA;dan/ atau

d. sebanyak jurnlah bari tertahan dalam haI pegawai yang
sedang menjalankan Perjalanan Dinas Pindah mendapat
perintah dari pejabat yang menerbitkan ST untuk
melakukan rugas lain guna kepentingan negara.
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Pasal27
(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan rnckanisrne

UP/QU/T1J dilakukan dengan mernberikan uang muka kepada
Pelaksana SPD oleh Bendahara Pcngeluaran.

(2) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayal (I),
berda:sarkn.n pensctuJuan pcmberian uang muka dar) Pcjabat
yang berwenang dengan meJampirkan dokumen sebagai
berikut :

Pasal26
(1) Pembayaran b,aya Perjalano.n 01080 dilokukan melalui

mekanisme UP/CU/T1J dan/a18u mekanisrne Pembayaran
Langsung.

(2) Pembayaran biaye Perjalanan Dinas dengan rnekanlsme
Pembayaran Langsung dilakukan melaJui :
a. perikatan dengan penyedia jasa:
b. bendahara pengeluaran; danl atau
c. petaksana SPD.

(3) Perjalanan Dmas jabatan yang cWakukan melalui pcrikutan
dengan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a meliputi :
a. perjalanan dinas Jabatan daJam rangka pclaksanaan tugas

dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. perjalanan dinas jabatan dalam rangka mengikuLi rapat,

seminar dan sejenisnya; dan
c. perjalanan dina. jabatan daLam rangka rnengikuti

perlombaan/promosi wisalB/pameran/pelaLihan kerja dan
sejenisnya.

BABVl
PELAKSANAANDANPROSEOURPEMBAYARAN

BLAYAPERJALANANDINAS
Pasal25

(1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas diberikan dalam batas
pagu anggaran yang tersedia dalam DPA saruan kerja/SKPD
berkenaan,

(2) Pembayaran biaya PerjaJanan Dinas kepada Pelaksana SPD
paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum PerjaJanan Dinas
dilaksanakan.

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat melebihi 5 (lima) hari kerja menyesuai k•.n
dengan ketenruan yang mengarur mengenai langkah-langkah
menghadapi akhir tahun anggaran.

(4) Pengajuan biaya Perjalanan Dinas Pindall sebagaimana
dimaksud daJam PasaJ 17 ayar (2) dtarur sebagai berikui ;
a. untuk huruf d berlaku jangJca waktu I (saw) tahun

terhitung sejak tanggal pemberhentian BLOU mcningg!L1
duma; dan

b. untuk huruf b sampai dengan huruf e berlaku paling
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak lBnggal dlbayarka»
pensiun pertama.
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Pasul31
(I) Pernbayaran biayo pcrjalanan dinas jabatan dengan

mckanismc Pernbayaran Langsung dilakukan melalul transfer
dari Ka8 Daerah ke rekening Bendahara Pcngeluaran, Pihak
ketiga atau Pelaksuna SPD.

(2) Dalarn hal biaya Perjalanan dina. Jabatan yang dlbayarkan
kepada pelaksana SPD melebihi blaya Perjalanan Dinas
Jabatan yang seharusnya dlpertanggungjawabkan, kclcbihun
biaya Perjalanan Dinas Jabalan tersebut harus disetor kc kas
daerah melalul PA/KPA dan pcjabat yang diberl wewenang.

(3) Penyetoran kelcbihan pembayaran sebagairnana dimaksud
pada ayat (2) dilakukan dengan mengguna.kan Sural Tanda
Setoran ke rekening kas daerah.

(4) Dalam hal biayu PeJ'jtll.a.l"lanDinas Jabatan Y(jln8 dibnyarkan
kepada Pelaksana SPD kurang dari yang seharusnya, dapat,
diminta.kan kekurangannya.

Pasal 30
( I) Pembayaran biaya Perjalanan Dlnas kepada penyedla jasa

didasarkan atas prestast kerJa yang telah (i!selesAiklln
sebagatmana diatur dalarn I(Onlrllk/ perjonjinn.

(2) Atas dasnr prestasl kerja yang telnh diselesaikan penyedia josn
rnengajukan tagihan kepada PA/KPA dan pejabat yang diberi
wewenang.

Pllsel29
(I) Pembayuran binya Perjalnnan Dinos kepoda penyedia [asa

dldasarka n alas prestasl kerja yang telah diselesa Ik1'111
scbagalrnana diatur dalam kontroic/pcrjanjian.

(2) Nilai saruen harga dalam konlrak/pcrJnnjlan Il(lnk
dlperkcnankan mclebihi tarif Likct resmi yang dikeluarknn oleh
perusahaan [asa transportasl atau lBr!f penglnapan/nore!
resrn! yang dikeluorkan oleh perusahaan jose
penginapan/hotcl.

Pasal28
{II Penyedia jasa untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dapru

berupa event organizer, biro jasa penatanan, perusahaan jasa
transportasi, dan perusahaan jasa perhotelanr peuginapan.

(21 Penetapan penyedia jasa sebagairnana dimaksud pada ayat (I)
dilakukan sesuai ketenruan Peraruran Perundang-undangan
yang mengatur pengadaan barang/jasa pemerlruan.

(3) I<omponen biaya PerjaJanan Dlnas yang dapat dilaksanakan
dengan perikatan melipuu biaya tranepor termasuk
pembelian/pengadaen tikct danj'atuu biaya ponginapnn.

a. ST atau Sural keputusan pindah;
b. Iotokopi SPD;
C. kuitansi tanda terima uang rnuka; dan
d. rincian perkiraan biaya perjalanan dinas.
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BAS VII
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal34
(I) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan

Pcrjall1nan Dinas kepacla pemben rugas dan biaya Perjalarmn
Dinas kepada PA/ KPA/ Pejabat yang berwenang paling larnbat
5 (Uma) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.

Pasal 33
(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinus

[abatan, biaya pernbatalan dapar dibebnnkan pada DPA SKPI)
berkenaan.

(2) Dokumen yang harus dllampirkan dularn rangka pernbebenan
biaya pembaralan sebagcimana dimaksud pads ayal (II
meliputi :
a, sural pcrnyataun Pernbatalan Tugas Perjalanan Dinos

Jabatan dari atasan pelaksana SPD, atau paling rendah
Pejaba; Eselon II bagi Pelaksana SPI) dibawab Pcjab'll
mselon III kebawan, yang dibu(11 sesuni format sebagaiman»
iercanrum dalum Larnpirnn VIII yang merupnkon bagion
Lidak terpisahkan dari Pemturnn Bupati in;;

b. sural pernyataan Pcrnbebanan Blaya Pcmbntalon
Perjalanan Dinns Jabatan yang dlbuai sesual format
sebagatrnana tercaruurn dalarn Larnpirnn IX y""g
rnerupaknn baglun lidak terpisahkan dati Pernturan Bupati
ini; dan

c, pernyalaan/Tal1da Bukti Bcearan Pengembalian Biay"
Transport dan/atnu biaya penginapan dari perusahnan jasa
transportaai dan/alQu penginapan yang disahkan olch
PPK·SKPD atau Pejabal yang berwenang;

(3) B;aya pernbatalan yang dapat dibebankon pads DPA SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
8. biaya pembatalan like! transportuai aiau biaya penginapan:

dan/atau
b. sebagian atau seluruh biaya tiket trnnsportasi aiau biaYII

penginapan yang tidak dapat dikcmba.likan/ refund.

Pasal32
Tara cara pengajuan tagihan kcpada PA/KPA dan pcjabai
berwenang, pengujian sural permintaan pernbayaran, dan
penerbitan Sural Perintah Membayar oleh Pejabat Penandatangan
SPM, dan penerbitan Sural Perintah Pencairan Dana oleh
Bendahara Umum Daerah/Kua$a Bendahara Umum Daerah
berpedoman pada Peraturan Bupati tentang sistern dan prosedur
pengelolaan keuangan daerah alas beban Anggaran Pendaoatan
dan Belanja Daerah, dan Peraturan Bupati tcntang Pedoman
Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(5) Pcmbayaran kekurangan biaya Perjalanan Dinas .Jabatan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dapar dJlakukan rnelalui
mekanisme UP/GU/TU atau Pernbayaran Langsung.

20



(2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) dengan melampirkan dokumen berupa :
a. ST yang sah dan atasan Pelaksana SPD;
b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPK dan pejabat

diternpat pelaksanaan Perjalanan DlJlas atau pihak terkait
ya.ng menjadi tempar rujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass. airport tax, retribusi, dan
bukti pembayaran moda transportasi lainnya;

d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagarrna na
tercanrum dalam l..ampiran X yang merupakan bagian
tidak rerpisahkan dan Peraturan Bupati ini;

e. bukti pembayaran yang sah unruk sewa kendaraan dalarn
KOla berupa kuitansi atau bukti pernbayaran lainnya yang
dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak dibidang [asa
penyewaan kendarnan;

C. bukti pembayaran hoie! atau ternpar menginap lainnya;
dan

g. telaah staff sural pemberuahuan dan laporan perjalanan
dina. jabalan dengan melampirkan dokumcnl8sil Iotc
keglatan,

(3) Dalam hal buku pengeluaran u-ansportasl dan/aInu
penginapan/holel sebagaimana dimaksud pada ayai (2) huruf
c sampai dengan huruC f tidak diperoleh, per18nggungjowobnn
biaya Pel)alanan Dinas Jabaran dapal hanya menggunakan
Oaflar Pengeluaran Rill scbagaimana dimaksud pada 8)'lIl (2)
hurufd.

(4) Pertnnggungjawaban biayo Perjalanan OlOas Pmdnh
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dengan melnmpirkun
dokumen bcrupa ;
a. COlokopisural kepuiusan pmdah:
b. SPO yang telah ditandatangani pihak yang berwenang:
c. kuiransi/ bukti penerimaan untuk unng hanan;
d. kuitansi/bukti penerimaan unruk biaya transport: dan
c. kwtansi/bukti penerimaan untuk biaya pengepakan dan

angkuran barang.
(5) Pelaksanaan perjaJanan dmas bag! Pimpinan/ Anggota DPRO

dipertanggungjawabkan secara lumpsum.
(6) Ookumen penanggungjawaban biaya perjaJanan dinas bagi

PimplJlan dan Anggota OPRD pa.ling sedikit melampirkan
a. ST yang sah;
b. SPO yang lelah drtandatangani oleh Penggunu

Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran dan pcjabai dI
tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkaii
yang menjadi ternpat lujuan perjalanan dinas;

c. kuitansi lands terima pembayaran bisya perjalanan dinas
dibayarkan secara lumpsum.

d. pakla tntegritas yang merupakan pemyataan tcntang
komitmen untuk meJaksanakan rugas dan tanggung jawab
perjalanan dinas sesuai ST; dan

c. laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani
pelaksana perjalanan dinas de'1gan rnelampb-kou
dokumemasi/Icto kegiatan.
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BABIX
KETE:NTUANLAIN-LAIN

Pasal 38
(I) Pejabat pcnerbit ST sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayat

(2) dapat memerintahkan piha k lain untuk rnelakukan
Perjalanan Dinas.

(2) Pihak lain sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) yang
melakukan Perjalanan Dinas untuk keperulngen negara,
digolongkan dalam tingkat sebagaimana dlmaksud dularn
PasallOayat(l).

BAB VIII
PENGJ::NDALIANINTERNAL

Pasal37
(l) Kopala SKPD rnenyelenggarakan pengendaha» lrnemo I

terhadap pengguna/pelaksana perjalnnnn dlnas pacta DPA
SI{PDyang dipimpinnya.

(2) Pengendallan Internal scbegaimana dimaksud pads ayai (I)
dilaksanakan seauai dengan ketentuan Perundang-undangan,

Pasal36
Pihak-plhak yang rnelakukan pemalsuan dokumcn, menalkkau dari
harga sebenarnya (mark tip) dan/atau Perjalanan Dinas rangkap
(dua kali arau lebih) dalam pertan8gun~awQban Pe')lllanan Dlnas
yang berakibat kerugion yang diderita oleh Negara/Kabupatcn.
bertanggungjawab sepenuhnya QI.aS seluruh tindakan yang
dilokul<an.

Pasal35
(I) PP)(-SKPD rnelakukan Perhirungan Rampung seluruh bukti

pengeluaran biaya Perja.lanan Dinas dan disarnpaikan kepada
Bendahara Pengeluaran.

(2) PA/KPA/Pejabat yang berwenang unruk menllai kesesuaian
dan kewaiaran atas biaya-btaya yang iercanturn dalam daftnr
pengeluaran sebagalrnana dtmaksud dalam Pasa134.

(3) PA/KPA/Pejabat yang berwenang mengesahkan bukti
pengeluaran sebageimana dimaksud pada ayar (1) dan
rnenyampaikan kepada Bendahara Pengeluamn sebngai
pertanggungjawaban UP/GU/TU atau bukti pengesahan Sura.
Permintaan Membayar/Surot Perrnintaan Pencalran Dana
Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas.

(7) Pakta lntegritas dan kuitansi sesuai format sebegaimana
tcrcanrurn dalam Lampiran Xl dan Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak rerpisahkan dari Peraruran Bupati Ini.
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RAHIM

BERITA OAI::RAH MBUPATEN BA.~YUASIN TAHUN 2023 NOMOR '1r

Oiundangklln d. Pangkalan BaJa.
pada tang,,1 19 ~~ 2023
SEKRETARIS OAERAH
KABUPATE:oI BANYUASIN.

~
HANI SYOPIAR RUSTAM

Ditetapkan di Pangkalon Bnlal
pada tanggal 19 t\t<"'~tr 2023
Pj. BUPATI aANYUASIN,

Paoal40
Peruluran Bupe.ti .01 muW berlaku pada tanggal drundangkan

Agar ""uap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan
Peraruran Bupan Ill. dengan penempatannya dalnm Berita Daerah
"abupulen Banyuaem.

8ABX
KETEI\IUAN PENUTUP

Pasal39
Padn salll Peraturan Bupati ini beriaku, Pcra turan Bupati Nomor
125 tahun 2016 len lang Perjalanan Oanlls di Lingkungan
Pemennlah Kabupalen Banyuasin [Berita Oderah Kabupaten
Banyua.in Tahun 2016 xomer 124) sebagairnana telah diubah
dengan Peraruran Bupe.ti Banyuasln Nomor 26 tahun 2020 lentang
Perubahan Peraruran Bup.", Banyuasin Nomor 125 Tahun 2016
Pel)nianan Omas di Lmgkungan Pemermtah Kabupaten BanYU88m
(Berila Daerah Kabupalen Banyuasin Tohun 2020 Nomor 261
dicabut dan dinyntakan hdak bertaku,
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SURAl PERII!TAH TVGAS
Nomor:

KOP

A Format Sural Perintah TUgas

Tentang Pedoman Pelaksanaan
rm~lIDiI!lllH1a§

Lampiran I
Peraturan Bupati Banyuasin
Nomar ., r Tahun 2023



)( .
Pangkal
NIP.

OIkeluartan CI • PangkalanBalal
Pad. T.nggol

(Pe,abelyeng befWanan9)

,. Pejabal yangmember!""rtnlah
2 NamalNlP pegawalyang """kl8~n

dm OS
3 a Pang~t dail"GOiOngan a

b Jabalan b
e, Tlngkal SlOYaPerlal.nan Di_ e.

4 MakSucP.~alan.n Di_
S Alai angkulanyang dl",,'g""""""

6. a. Temp" berangkat a
b. Tempo' TUJuon b

7 a lamanya Peqalanan Oms a
b Tanggalberangkat b.
e Tonggol kembaU e

8 Penglkul' Noma Tansgallal1ir I Keterangan
1.
2,
3.
4
5

9. PembebonanAnggaran
a I"slans! a
b AIIun b.

10 IKeterang"n lain -lain .

SURAT PERJALAHAN PINAS IS P PI

................•.............. ,......LembarKe
KodeNomot
Nomof

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT OAERAH

Logo
Dacrah

B. Formal SUral Perjalanan Dinas
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~
HANI SYOPIAR RUSTAM

Pj. BUPATI BANYUASIN.
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Ke . ....
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III T,ca GI Berang ... _ ..

Ped, Tonggal (T_, K"'''''u",n,
Kepolo Ke ... ..
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( . )
NIP ( ,

f IV - r,o.", NIP
a..ng..t_
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KIdaII

I ... )
NIP ( .. • • • ...,. NIP

V TIOIct. T_ "- "'" dengIn "'lOtIngon btI_
PIO.TonggoI -- 0".' .... ,*"'lIMya -Kopa.o -- ur1u~ ~ )11>0l1li__ "upng~~

( . I
NIP
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VII PERHA'TlAN

Pel_balberwena"9 meM~~ SPO.pegawaf yang tnllakuUn perJ.I.nln dIn.. , para pejabgl
yang mI!1gesahkan..nggel "'rang'"'l/ .... _ bIIndohe .. _lu...n bena"gguog jawab
berdaWkan pet.tur.n - C*'JCUI'WI Keuangan Neg'" .~brla Neg.,. mendenta IUgi Ik.lbat

'- .!~ah.a~~.alan+dankel~'
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Uang Bi~'il fliuyu Jurntnh heri Pcmeuon
JO-rtlfi~rJtllan.anDlnas yang danHar~" Pl;ntpn(\l'Xl" Tr~nl'por~ dlbily ....lmn Anglruilln
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So Perjalanan dinu jabatan

dal.am rengke polakaanaan 1 1 , Seeunl
l,ujl,1Hl d~n rungsl )'81\& penueasan
m~lekClIpadn jAbf:lllln.
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80mlnar dan .t.ionianYA_ pcnupus.an
0

c Pt-rjalnnan dinu6 j"bailin ~t"k$jlntl'90detam mn~l'I , .p, '" (StlmbUan ·pellgumnndahon puluhl haM((/~las~rlflfl).
d Pcrj._'"nan d,n(l1l JAballln

\UllUk mencmpuh \\Ilnnl • , , 2 (du_1 hlll'l ·
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umuk mctlJemptlt/
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pelnl).kamsn jenesah PCJSOOl -I , ~ ~1ok8imal3

(d"". h,,~
,

Ncgllra./Pe8'~\"'Cl.lNegeti yang
ml!'ninggal dunln uelom Im~lakSQnAknn \uglls.

A. KOtvll>ONEN BIAYA PERJAI..ANAN DINAS JABATAN MELEWA'r1 BATAS
KABUPATEN

Larnpiran III
Peraruran Bupati Banyuasin
Nomor ;rr Tahw12023
Tentang Pedoman Petaksanaan
Perja lanan Dines



5. v"
4 ,~I•

2. ~I",il

Rincian biaya pe:rjalanan dmaa jabatan unruk mengikutl kegiaran rapar,
seminar. dan sctienlsn)'a.
Biaya penginapan dibenkan pada saar kedatangan selarna maso
pengurnandahan (Datasering) dalam hal tidal<tersedia rumah dlnftS.
Bu.,ya transport pegawai di""n1<an untuk transport pad. SOOt kedai.•nRan
dan kepulangan.
liang halian d.bcrikan berupa uang salcu '<Ulp se.uai $,.•ndar bi.yn
selama mengtkuu kegjatan
Blayn penginapM dibcri)<an I (oatul hali pada saftt kedaUl"gnn dan I
(oatul han kepulnngan

Jenis perjalanan d108S )aba"," poda hurur ) dan k : uMg hanM, biaya transport
pcgaww/kelunrga, dM biayo penglnapan cbbcrtkan paling banyak untuk 4 (empat] orong.

Keterangan:

U;mg I Bia,ra
Bal~ Sial'S Jumlah ban ~metiBn

Jew Pe:qalanan Dinas yang danH._ ~-Tn::n$pC)r\ diba)'arkan Angkutan
Jenazah

I< Peojalanan dinaa; jabatan
untuk OlmJemput/
mengantatkan k. tempat
pt:ma)caman Jcnazah pt"jabal ,

" " MllkllilmllJ 3 "Negara/Pegawai N~ri Y&.nI .ti~.hlln
meningal dunia dan tempe1
kedudukan yang tffaithir ke
ko ... tem .. u •.,mo<k.aman.

2



Biay8
Uang Biayn BiayfA -Jumlah Pemeuun

Jenis PetjaJansn Dtnea hat! yang danHanan Penginapan Transport dlbayarken AngkulBl'l
-Jenazah

•. Perjalanen dlnas jabs tan
daJam rangka Seeuaipelaksanaan rugas dan ~ ~ " ·
fungsi yang melekat pada penugaaen

iabatan.
b. Perjalanan dinas jabatan

,iI) Scsuaiuntuk mengikuti rapat, ~" ~" ·
seminar dan seientenva, penugasan

c. Perjalanan dinae [abatan Mak$im:lt
dalam rangka ~ ,"' ,pI 90 ·pengumandahan (SembUan
ide,a.. ri~2i. I puluhl hari --d. Pcrjalanan dines jaberan
unurk mencmpuh ujian! oJ ~ .J 2 (duB) han ·
uilan Iabaran.

e. Perjala.t\M dmae jabaean
untuk menghadap Majelis
Penguji Kesehatan
Pegawal Negeri atau
rneoghsdep dokter penguji oJ .J .J Sesual -kesehatan yang ditunjuk, penugasan
untuk mendapatkan sural
keterengan tcnteng
kesebaiannya guna
ke~n'ln.~;;labatannvo.

r. PeQatallen dInas jebaten
untuk memperoleh
pengobatan berdasarkan SesuaJ
SUr'Qt keterangan dokter ~ ~ v ·
karene mendepat ceders penugasan

pada vtaktu/karena
melekukan tueas.

g. Pt'JjaJanan dlnhS jabatan
untuk mendapatkan Sesuaipcngobatan berdasarkan ~ 4 ~ -
kepueusan Majelis Perlguji penugasan
Kesehatan Pe.awai Neoeri.

h. Pc:rjalanan dinas ja batan
untuk meugikun ~ ~ ~ Malesima! ?
pendidi~~~nl/l setara {dua, hari
Dietonta S1 82/83.

I. Perjalanen dines jabatan SelJUaiunruk mengikuti -./<J ,lS} V
oendldikan dan neteuhen.

penugaeen

J. Pesjalanan dinas jabatan
untuk meojemput/
menganterkan ke rempat
pemakaman jenazab

V .J ~ A1aksim..1.1 3 ~pejabat Negaral Pegewai loga) her!Negeri yang meninggal
dunia detem
melakeanakan tugas.

Q a.o.·_····
B. KOMPONEN BIAYA PERJALANAN OlNAS JABATAN 01 OALAM KOTA L8BIH

DAR! 8 (DELAPAN) JAM
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9. Lama pelaksanaan peljaJanan dinas jabatan pacta buruI d dan Iruruf h edalah
sesuai wakru yang ditempuh m-enuju tempat pc.odidikan/ujian.

S. ,\;'51

4. v"

Biaya transpon pegawai diberikan untuk transport pads saat kcdetangen
dan kepulangan.

Uang barlan diberikan berupa uang saku (30% dan uang harlan) sesuar
standar biaya eelama mengikuti kegiatan..

Biaya penginapan diberikan 1 (satu) han pada saat kedarangan dan I
[satu] han kepulangan.

6. Biaya transport pegawai diberikan sesuai biaya rill. Oalam hal ini tidak diperolen
bukti pengeluaran rill. diberikan biaya transport kegiatan dalam kebupaten yang
dibayarkan lumpeum sesuai standar biaya.

7. Biaya rransport pega ...-ai dJberikan sepanjang adak menggunakan kendaraan
dinas, discrtai dengan sural rugas dan tidak bersifat rutin.

S. Jerri. perjalanan dinas jabatan pacta burufj dan k : uang barian. biaya transport
pegawrujkeluarga, dan bieye penginapan diberikan paling banyak untuk 4
(empat] orang.

3. ,f.1l

Ketera.ngan_:
I. ", Rincian biaya peJjaJanan dinas jabatan untuk mengilcuti kcgiatan rapai.

seminar, dan seje:nisnya.
2...pi Biaya penginapan diberikan pada saar kedatangan selama mas.

pengumandaban (Da.asering)dalam hal tidak tersedie rumah dinas.

8mya

Uang Bmya O"'ya Jumlah Pemcnan
.reets Perjalanan Dinas Hanan Pcngmapan Tnmspan hari )~ang dan

dibeyarken Angkutan
.Jenezab

k. ~.rjalanan dines jabatan
unruk menjemputl
mengantarkan ke wnPQ'
pemakaman jenasah
pejabat Nf!gara/Pega\\."'8.i ... ~ -< tl,1.aks;lmal •Negert yang meninggaJ 3 (.igol han
dunia dad ten1-pQl
kedudukan yang te:rakhiT
k. keta tempat Inemakaman..



~
HAN) SYOPIAR RUSTAM

Pj. BUPATI BANYUASIN.

Keterangan :
1, 'ojII . Rancian btaya perjalanlln din... jabatan untuk rnengikuu kegiatnn rapnt ,

seminar, dan $CJcnlan)'A.

2. Binya transport dan uang saJcu kqiaWl dalam KabupalOll dibll)'arkan secara
LtlIJlp5U1I1 SC5UaJ atandar maya.

3. PerjalWlan din •• Jab.tan dalam kabupal.n tidal< dapat diborikan biay. kepada
pt'Jak$dtla SPO untuk aural pen.ntah ruga.. bcraifat rutin/mclakukan PtljaiaJ1U11
dinas{rapat dalam komplekperkantornn yang sama{dalam kete Pangkalan BllIol

q Jen.i. pct)alanan din"" jabatan pada hwuf J dan huruf J dlberikan biaya transport
peg_wail keluarga paling banyak untuk 4 (empatl orang.

5. Lama pclaksanaan pclJaianan din.. jabalan pada buruf c dan huruf g adalab sesual
vvaktu yang dhempuh menuju tempat pendidikan/uJian.

Bia.ya
BUt)'. Tran!.port JumLah h4n Pemeuen

J~r\1S f\:r]flLnno Duus ktgiataod.ala.m yang dlba,farkan don
Kab Angkutan

JenlUQh
a. P~alanancbno.sj'_balan txua. $esual'. eeeuzesan
b ~rJal ..nan dmas JAbetan unluk mc:rqpkuta «U ,'II

r&I'I-8t. s.emtnar dan §l"W'nisn-.., ·
c. ~rJillanandU'l." Jabr.ltllnunt\lk~h .; Kebefan&ksllln

uhanl u'Uln Jabatlln, danKeD~~n ·
d Pl"l'}lIhlMndlft"" j.lbatan ur.wk menCftadap

~ltlJch.. PenguJi l\C:flehstaft~p."aiN~
eteu m~n&hadap dGkte.r pt:ncuj1 ktahatan , S~.u81
yauk dllunjuk, unruk mendilpulaan sural •penugIl&an
ktte-l'ftJ1pn dak~r.renranl keKhatarm)'t
~nl:a ke1,~r'ltll'lnnabatan.

e. Pef,lflkl"CU'ldlnftS jabatan unfuk mcmp:rokh
pen&¢bf."'f'Ibetd:a~arkanaurat 1ctu-:ranpn , S~uai
dckter ~M rntnclapal cede,. pada ·

~'II~(~/kan:M mt'!lAkukanN-t.,
penua-san

I. "",),1.>... d,n.. jabaum un"'~ I
ml!n(l.;lpalkan pcngobatan bercla..Arb.n ~ Sc;ouaJ
keputu .. n hilaic:111 PIm~' Ke_hatan ·
f'("ltjlYoi"lNc'ltt'rl.

pcnu!tI'wn

C P<rjelenen din".,.~,*nll.~n:~~~2~el'ltPkvQ, K('bt,.n~Uln •ftr"ndldlklln fC'-'tIl o,ot.om" SI S2 93. dan KI'!Pl.lhlnwJn
h PtrJal"nan ~Ino. J3betaR untuk mcf'~li "

SnuaJ
... dod,1condan ';'-"'uMn. Dt"n~d&olln ·

I PeC'jllonln dln"l Jolbltan unruk
mClnje:mput/ mc:npnta.rkan k< tcmp.at D'bo,yatkln I
P<'",AIc5lman }e:nuoh $)(i-bal ~ ,... rul kall

,
NC£.oInl1 PrIM.... , N'~('tt YM, men.n.

I).
d)!nill dulum Mct.b4lnakan t~·~.
Pttjo..J.un,," dln~I" ia~tan untuk
me 'lie mJ'll' I men&o1nlAr1can .. -pol
p<"",kanuuI jen ..... h pe;j..... " Olboy.r1<an 1 i
N.g.... /Pl:pww.l SC~" )'Ong mCNn'" (""'I koll
dunltl du" temPit kedudukan r-na ttnkhU'
k" kohl t!.tntl"""DC.'mAkaman.

C. KOMPONEN BIAYA PERJAlANAN OINAS JABATAN 0) OALAM KABUPATEN
SAMPAI OENGAN 8 (OELAPAN) JAM



~
HAN! SYOPJAR RUSTAM

Pj. BUPATI BANYUASIN,

'llNGKAT PERJALANAN MOOATRANSPORTASI
No. DrNAS PESAWAT KAPAL I<ERETA LAIN!\'YAUOARA LAUT API
I 2 3 4 5 6
I. TingkatA

VIP I Spesialj SesuaiBupati, Wakil Bupaf dan Bisnis
Pimpinan DPRD Kelas I ,\ Eksekutif kenyataan

2. Tingkat B SesuaiPejabat Eseion n.e dan Ekonomi Kelas I B Eksekuru kenyataanAnggala DPRD
3. Tingkat C Ekonomi Kclaa I B Eksekutif Sesuai

Peiabat Eselon Il.b kenvataan
4. Tingkat 0 SesuaiPejabat Eselan In, Galongan EI(onomi Kelas U A Eksckuru kenyataan

IV dan Star Ahli DPRD
5. Tingkat E SesllfUPejabat Eselon IV atau EJ<onomi Kolas II A Eksekulif kenyataanOolongan III
6, Tingkat P Ekonomi K.I..,. nA Ekse.kuUf Sesuai

OaloLlgan Udan 0010n2an J kenvataan

FASlLlTAS TRANSPORT BAGI PELAKSANA SPD DAN KELUARGA

Lampiran IV
Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor Tahun 2023
Ten lang Pedoman Pclaksanaan
Perjalanan Dinas



5. Uang transporl pegawai diberikan sepanjang Lidak menggunakan
kendaraan dinas, disertai dengan surat pcrintah rugas, dan tidal, bersilat
rutin scrta tidak diberikan kepada pclaksana SPD yang melakukan rapat
dalam kompJek perkantoran yang sama, Unruk sural perintah tugas
bersifat rutirr/melakukan perjalanan dinas/rapat dalarn komplek
perkantoran yang sama/ dalam kota PangkaJan BaJai.

4. "'1

3. ~31

2. .p)

Keierangan :
I. -I'l Biaya transport keputangan Pelaksana SPD dalam rangka

mengikutl rapat, seminar, dan sejcnisnya dapai dibayarkan
sebesar biaya transport kedatangan tan pa menyertakan bukti
pengeluaran transport kepulangan.
Uang saku rapat diberikan unruk rapar diluar jam kerja sesuai
ketentuan yang diatur dalam standar biaya,
Uang transport pegawai diberikan sesual biaya rill, Dalam hal tidak
diperoleh bukti pengeluaran rill, diberikan berupa biaya transport
kegiatan daJam kabupaten yang dibayarkan secara Iumpsum: sesuai
standar biaya.
Biaya penginapan diberikan apabila terdapat kesulitan
transportasi sehingga memerlukan waktu untuk penginapan.

KOMPONENBIAYA UANGSAKl,i UANG UANG BIAYA
PERJALANANDINAS RAPAT HARlAN TRANSPO.~T PENOlNAPAN

I1 :Kf
I · ~ ~I' ~
2 · · · ·,

~DARI8~
· ~" ~

I 11 ._
· I v" -1'1
· I · ·

~
.~

· · 'I" V"
: 8 JAM

..pI · "" ·
:..&,! · · · ·

· · .pI · i

(RUANOKANTORA. YANG DIJ..AKSANAKAN DJ DALAM
RAPAT/AULA/SERBAOUNADANSEJJ;;NISNYAI

RlNCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
UNTUK MENGIKUTI KEGIATAN RAPAT, SEMINAR DAN SEJENISNYA

Lampiran V
Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor l' Tahun 2023
Ten tang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas



6 Uang transport pcgawai diberikan sepanjang tidak rnengguna kan
kendaraan dinas, dlsertai dengan surat pcrintah tugas, dan ndak bersifat
rutin

3. ~J'

Biaya transpcrr kepulangan pelaksana SPI) datum rungka
rnengikuti rapat, seminar. dan sejenlsnyo dapat dibuyarkun
sebesar biaya transport kedatangan tanpa mcnyertakan bukti
pengetuaran transport kepulangan.
Vang Saku FUlIboardl J-ulldayl Ha!{day diberikan sesuat denga r\
paket rapat, seminar, dan sejenlsnya yang diarur dalam Slandar
Biaya,
Biaya pcnglnapan diberikan apabtla merncrlukan waktu untuk
menginap I [satu] hari pada saat kedatnngan da,,/atau I (saw)
harl pada saar kepulangan,

5. Uang Sakl.1Pullboardj' Fullday /Halrday mengikuti ketentuan yang diatur
dalam Standar Biaya

4. ~'I

Keterangan :
I. ~1) Vans harlan diberlkan I (satu) hari pada 8UOI kedmangan dun

1 (saw) hart pada saat kepulangun.

UAno 51\1<\1 UANOSAKU UANOI\OMPONRN SlAV" PIIKRT SIAYA
PE,RJALANANDINAS PAKeT FULlOAY/ TR>\NSPORT PP.SC,INAPAN llANO HARIA'" 'I

FuUBOARO ttALrnAY PWAWAl

I MeI.,E\VATI 6ATAS KOTA/KABUPATEN

L, Peserra \", - ~" ~ ~

2. PanitJa/ ,., - ~'I , ,
Mcdereter

3. Naraaumber - - ,,'I , ,
II. DALAAI KOTA LEBIH DARI 8 ,JAM

_.
I. Peserta ,.' "" ~ ", ,
2. ""nilla! ", ~. v ." ,

~ioc1crntor
- - - -
3. Ntll"3ln"mbcr - . v ~" ~.

III, OALAM J(OTA SAM"AI OeNOAr< 8 JAM

1. Pcscrtft - ,,, v • •

2. ~."ltI.! -. 'I" V · ·
Modc~lor

3. Namaumber . • , · ·

PENYE['ENGGARAKANTORLVARDJB. YANG DILAKSANAKAN
(HOTEL/TEMPAT LAIN)

2



~
HANI SYOPIAR RUSTAM

Pj. SUPATI BANYUASIN,

Biaya perjalanan dinas jabatan dimaksud dibebankan pada OPA SKPO
pelaksana SPO dengan ketenruan sebagai berikut:
a penyelenggaraan pendidikan/pelatiban dimana pelaksana SPO melakukan

perjalanan dinas jabatan melewati batao Kabupatcn, dibcrikan uang saku
sebesar 30% dari uang harian yang dibcrikan pada saar pelaksanaan
kegiatan pendidikanfpelatihan.

b. uang harlan dan penginapan seeara penuh hanya dibcrikan untuk 2 (dua)
hari yaitu 1 (satu) hari unruk kebcrangkatan dan 1 [satu) han pada saar
kembali ke tempat kedudukan.

c. penyelenggaraan pendidikan/pelatihan dimana pelaksana SPO melakukan
perJaianan dinas jabatan dalam kabupaten lebih dan 8 [delapan] jam,
diberlkan uang saku rapal yang dibcrikan pada saat pelaksanaan
kegiatan pendidikan/pelatihan, dan uang transport sesuai jumlah hari
penugasan.

C. PERJALANAN OINAS OALAM RANGKA PENOIDIKAN DAN PELATIHAN
MENGGUNAKAN KONTRIBUSI, AKOMOOASI (PENGINAPAN) DAN KONSUMSI

3



HAN! SYOPlAR RUSTAM

Pj. BUPATI BANYUASLN.

~

NiP......................•...........NlP .

Pelaksana Perjalanan Dinas,MengetElhui;
PPK SKI'D,

... , , ,

Penggunaan fasilitos pcnginapan dimaksud telah dilakukan secara ensien
dan sanggup mengembahknn selisih harga aklbat ketidakbenaran kondisi
tersebut.

Oemlklan surat pemyotoan ini dibuat dengan sebenarnya .

: Rp..•.•.••.•••.•.•... (terbllang : )

.
•

I. Noml\ Penginapan
:2. Kelas Penginapan

3. Alamat
4. Wektu Konfirmasi

Gaml hari/ tanggal/ tabun)
5. TarH penginapan

Yang bertanda rangan dibawah ini, saya selaku pelaksana perjalanan dinas,
rnenyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan tarif
penginapan yang lebih linggi dari standar biaya, dan ntas informasi larif
penginapan sebagai berikut:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••••••• , •••••••••• , ••Kode dan Nama Satuan Kerjn
Kodedan Narna Kegiatan

NOMOR : .
SURAT PERNYATAANTARlF PENGINAPAN

Lampiran VI
Peraturan Supan Banyuasin
NomoT 'tr Tahun 2023
Tentang Pedoman Pe.laksanaan
PerjaJanan Dinas



HANI SYOPIAR RUSTAM

PJ BUPATI BANYUASIN,

GOLONGAN PELAKSANA SPO
URAlAN I TUJUAN GOLONGAN GOLONGAN GOLONGAN GOLONGAN

IV III II I
Jurnlab bamngyang
digunakan sebagai
dasar oerhitunzan
I. Pcgawai yang

berkcluarga 25 m' 20m' 15m' 10m'
dengan anak

2. Pegawal yang
berkeluarga tanpa 15m3 12m' 9m3 6 m'
anak

3. Pegawai yang 5m' 4 m' 3 m' 2 m'tidal<eerketueraa

SATUAN VOLUME PENGEPAKAH DAN ANGKUTAN BARANG

Lampiran VII
Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor 'l.f Tabun 2023
Tenlang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas



NIP
(...... . )

Pnngkalnn Balal. .. ... .....20""
Vans ~1C'mbul)tPenl)'dotaan.

Sehublll)Ro.n dengan pembatnlan ieraebut, l,olnJ<"unft.nn pOljn.lnnnn din(l.8 udak dOl3f1,l
lhllllnUkun oleh prjllbol/pegnWi1' ncgerl lnin

Demikinn 11,1rru pcrnyntuan inl dibua; dtnStlfl 8C\)Cll(UI1Ylt dnn apabllo dikcml.ldiAn htU'l
rernyatu surut pernyatnnn Ini tldak benar, sayo bC'ttonggungjo\vob penuh cion bt'rs('rlill
dlpro~. leaual dengan ketentuan hukum yang berlaku.

yoltu l9)., , , ..

D,bntalknn ainu udal< dapal dilnksnnakM Ild""ya keperluan dlnal Iwnnya y"nll .on&"t
IIIclldc"lk/penling dan lldak dapm dhunrlft

SKPD
._.._ ..-_ _ _ .Jabolan

(51
(6)

(71

(81

..._ ....
Ntuna

NIP

McnYlllnkllndengan Il••ungguhnya. bahwn tuga. perJalan.n dina. jabatan atas:

... " ..•. " , ..... ...... • • '" ..... .... (4JSKPD

.., , .., , ,.., (31

.............................. " ...,.." ......,.,,,..... (21

...." " "."" ".."" ", " (IINAnlO

NIP
Jnbolol'l

Yang bertandn Langan di bawah ini:

SURAl PERl'IYATMN PEMIIATALAI'I1VO,,"S PEItJAJ.N!AN DIHAS """,TAN
NOMOR: .

Lampiran VIII
Peraturan Bupati Banyuasin
Nomor 'lr Tahun 2023
Teruang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas



~
HANI SYOPIAR RUSTAM

Pj. nUl'ATI BANYUASIN.

(I) Dusi alas nama atasan peJaksana SPO, yaitu :
a. Kepala SKPD unruk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan olch

pelaksana SPD pndo SKPD;
b. Atasan Langsung kepala 8KPD untuk perJlllanan dlnas jabatan yanR

dilakukan oleh kepala SJ<PD;
c. BUPQli/Wakil Bupatl untuk perjalanan dines jabatan yang dilakuknn

oleh Bupati/Wakil Bupati,
d. Pimpinan OPRO untuk perjalanan dines yong dilakukan olch Pimpinan

dan AnggoUl OPRO.
12) Oilsi NIP PA/KPA/PPK/PPK-SKPD yang dibebaru blaya perjalanan dinasnyu;

(3) Oiiai jabatan PA/KPA/PPK/PPK-SKPO yang cHbebani blaya perjalanan
dlneanya;

(II) Oii.i nama SKPO yang dlbebanl biaye perjalonon dlnnsnyo:
(5) Dii.i nama pelcksena SPO;
16) Oil.l NIP pelaksana 81'0;
(7) OU81Jabotan pelaksano SPO;
(II) Ousi nama SKPO peloksano SPO;
19) OIl~1nlasan pernbntafun pelnksanoan perjolllnan dlnas;

PETUNJUK PENGJSJANFORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN OJNASJABATAN

2



NIP.
( ", ,', ,' )

Pangkalan Balai •..................... 20xx
Yang Membuat Pernyataan,

Dernlkian surat pernyataun ini dibuut dengan sebenarnya dan apablla
dikernudian hari ternyata surat pcrnyataan Ini tidak benar rnenimbulkan
kerugian Ncgara, aaya bcrtanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan
kerugian Ncgara kc Kas Ncgara,

Nomor: tanggal .

Berkenaan dcngan pernbatalan rcrsebut, billYu transport
berupa (9) dew biaya penginapan yang Lelah terlanjur bayur lUllS
beban OPA tldak dapat dlkernballkan/ refund (sebagiunjseluruhnya) sebesar
Rp. . (10)............... aehlngga dibebankan pads DPA

NomQI' ,', tangga] ..,., " , .
Dibatalkan seauai dengon SurOl Pembatalan Tugas Perjalanan Dines .Jabatan

"."""", .."" ...""..""......"" .....",,.
........................................ ,.......... (7)

(8)

..."" , """ ,,.. (6)NIP

.Jabatan
SI(PO

................................................... (5)Nama

Menyatakan dcngan scsungguhnya, bahwa pcrjalanan dinas [abatan berdasarknu
Sural Perint.ah Tugas Nomor : tanggal dEI"
gPO Nornor tanggal. atas nama:

........... , , , " (4)

................" , " (3)
, ', " , , " , (2)NIP

.Jabatan

SKPO

................................................... (1)Nama

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NOMOR; , .."., , .

SURATPERNYATAANPEMBEBANAN
BlAYA PEMBATALAN PERJALANANDINAS JABATAN

Lampiran IX
Peraruran Bupati Banyuasin
Nomor 11' Tabun 2023
Tentang Pcdoman Pelaksa"aan
Perjalanan Dinas



~
HANI SYOPIAR RUSTAM

Pj. BUPATI BANYUASIN.

(IJ Diisi Nama PAjKPAjPPK/PPK-SKPO yang dibebani biaya perjalanan
dinasnya:

(2) Oiisi Nrp PA/KPA/PPKjPPK.SKPO yang dibebani biaya perjalanan
dinasnya;

(3) Oiisi jabatan PA/KPA/PPKjPPK-SKPO yang dibebani biaya perJalanan
dinasnya;

(4) Oiisi nama SKPOyang dibebani biaya peIjaianan dinasnya;
(S} Oiisi nama pelaksana SPO;
(6} Oiisi NIP pelaksana SPO;
(7) Oii$ijabatan pelaksana SPO;
(8J OUs!nama SKPOpeloksana SPO;
(9) Oiisi transport yang digunakan;
(10) Oiisi dengan jumlah rupiah bJaya transport dan penginapan yang tidak

dapat dikembalikan/ refund sebagian/seluruhnya.

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT
SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATAI..'l.N

PERJALANAN OINAS JABATAN

2



~
JIliN I §YOPIAR RUSTAM

P.J BUPATI BANYUASIN.

NIPNIP

Petak.. nl Pe~alanan Dinas,
Mengel.hulfMenyetujul
PPK·SKPO,

Oem lIIan ptmyr..aan "" dobwl dengan Mbenamya ......... o.pervuna_lIbIglomana metunya

IIngg~ buI.n,tahun

2 Juml.h uang ,..... but I*la angq 1 doaIas _-bene, dlkalult1<an uniuk pel.klana.n
pe~.tanan dill., dtmalcsuddan 1!>IbM "'~etnud!anhan lerd_1 katebohan II •• pembey.,.n.
klmll>*_ un!uktnenyelOt ~I Kas o-.r.

Jumt.h

e••yo transport pegawal danl.tau blya pengirtaparl d,bawah IN Ylng todakaopat diperoleh
buku pengeluaran melipUb

r No ~ - ~------Ju-m-'-ah----_4

1

dangan Inl..Tangglt ••eerdl .. rkan Sural Petioto".,n o.ne. (SPO) Nomer
kIm. menyatakan dengan ... ungguhny. behwa

Nama
NIP
Jabalan

OAf TAR PENGEWARAN RilL

Yang bertanda tangan dd>awah ...

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT OAERAH

Lampiran X
Peramran Bupeti Banyuasin
~omor 'fS Tahun 2023
Tentang Pedoman Pelaksa.naan
PeIjalanan Oanas



~
HANI SYOPIAR RUSTAM

PJ. BUPAn BANYUASIN,

••••••••• • ••• ••• ,•••••••0'''.''0

"Idenl
Rp '0.000

20 .•

Dong." 01" meny8"""
1) a.hwa MY''''' ....... ..".1UIn tuga ~ __ denpn Sural Pennlah Tugal

_ 1InggII _ reno... melal<_a_
keg" .. n ke dan tanggal • I d

2) a.hwa ll<lya be'_oa memP'lflaOOOunQaWa n I*)Wnan d,ne. kepedl pemberl
lug.. dan mempef18l1l111UnQjowallkanbllyl I*)IIanan "' .. I ktpOldaPeooguni Angg.nlnlKu •••
Ptngg\lna AOQganln PlI,OO lambel 5 ~) han ke<)ll ,..",Iung Hlelon perj.lanan dlnau
dllok•• nakan

3) aohwl lIya berl8<llamenoembellkenll,,"ny,"_n keteboNln boay. Plq.lln.n dines apabll. biay.
perl," .. n dna. vallO dobey'''''' ~tpeda_ meIeboIIi boay. per,.I .. ." donat yang seha",.ny'
d pertanggUOOJ8W.b~an ktttl1Ulln .,.._ petUndllnlJ"UndanganYlng _ku

DI""k .. pomy_n "" MY" 1'*'SIan -..ya _18<1_ dan ... pe peI<Nan clan IlApepon
Apel)oIa d~em_hIn tandIpIt k~_ ........_no __ II__ I
daOO"" ....\um yang _ku

VallObertallda lal>gand,bawah 1111

Nama
T.mptll,lIInooallahlf
NIK
Jab.,..,
A"mat

PAKT A WTEGRIT AS

PERJAlANAN DIMAS ,.101_ DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEJj BANYlJASIH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKATDAERAH

LoS"
Dnerah

Lampiran Xl
Peraruran Bupau Banyuasin
Nomor 'If Tahun 2023
Tc:ntang i'rooman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas



~
HANI SYOPlAR RUSTAM

Pj BUPATI BANYUASIN.

NIPNIP

20..

.... ,,,, ... '" ............... _ ....................•Rp
•Rp
•Rp
Rp
Rp

--a.ava pet)'."
keglOtan
dengan-'--2 broyann__
3 boaya peng_
4 uang"",, __ 1811po~an donal
5 bCoy.tailli

BendohlraPengelara_a Peno_.n Pembantu

Rp
Sudlh terimadl"
Sebe..,

Tltbilang
Rupoell

Untu" pongeru_

KVIIANSI

No Kullan..
Tenun""99""'" :

KOP NASKAH DINAS
PERANGKA T DAERAH

LamplJ'8tl XII
Peraturan Bupau Banyuasin
Nomor 7) Tahun 2023
Tcntang Pedoman Pelaksanaan
Perjalanan Dinas

,


